Disclaimer
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PUTUSAN
Nomor 1024/PdLG/2018/PA.Bm
> P L -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memerksa dan mengadili perkara-perkara
lerientu pada tingkat pertarma telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gunat antara;

Hardianti binti Haerudin, umur 20 tahun, agama [slam, pekefaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
RT.029 RW. 010 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota
Kota Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Saiful Makmun bin Taufik, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir,
pandidikan SLTP, tempat kediaman di RT.024 RW. 12
Kelurahan Jatbamu Kecamatan Asakota Kota Bima,
sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas parkara:

Tedah mendengar keterangan Pengguaat, dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Juli 2018 yang
terdaftar di register perkara kepaniteraan Penpgadilan Agama Bima dengan
nomor 1021/Pdt G/2018/PA Bm, tanggal 19 Juli 2018 telah mengajukan
gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

. Bahwa Pada tanggal 11 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawal Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kotz Bima {Kutipan Akta Nikah
Nomor @ 0070/009N2015 tanggal 11 Mei 2015) i

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugal

bertempat tinggal di umah  orang tua Tergugat di Kelurahan Jatibarnu

Kecamatan Asakola Kota Bima selama 1 tshun 11 bulan, kemudian

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang. Selama

pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telsh hidup rukun

sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2015 antara Penggugat dengan

Tergugat terus-menerus teradi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rskun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara

fain :

a. Tergugat suka cemburu tanpa ada bukfi terhadap Penggugat, suka
minum-minuman keras hingga mabuk, berjudi dan keluyuran tanpa
maksud yanyg jelas;

b Tergugat tidak menjamin natkah lahir batin Penggugat;

c. Apabila dinasehati agar meninggalkan perbuatannya tersebut, Tergugat
lalu memukul Penggugat,

Bahwa Akibat perselisihan dan perengkaran lersebut Penggugal pergi
meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah arang tua
Penggugat di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sejak itu
pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai
sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, dan
sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami ister

Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pemah diupaya damaikan aleh
keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil :

Mengabulkan gugatan Penggugat:

Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat
{Hardianti binti Haenudin;

Meneatapkan biaya perkara sesuai aturan yang berdaku ;
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S=hwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di
sersadangan, sedangkan Tergugat tidak pemah hadir di persidangan, meskipun
==h dpanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentusn Pasal 26
=er=turan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Szhwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan
s=bagal wakil atau kuasanya dan kefidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan
===an yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator
Sd=k dapat dilsksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak permah
7=air di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Fenggugat agar rukun kembali dengan Terqugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan
Fenggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan, Penggugat mengajukan bukb
zurat berupa:

. Sural keterangan atas nama Hardianti Momor 52720311003/SURKET
fN/OG0618/0008, tanggal 08 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh kepala
Dinas Kepnedudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Buki surat
tersebut telah diberi materei cukup dan telah dicocokan dengan aslinya
yang temyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P 1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomeor 0070/05/V/2017, tanggal 11 Mei
2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Asakota Kota Bima, yang

frd

telah dimelerai oleh pejabat pos (nazegefing) dan sesuai dengan aslinya
(P.2);
Bahwa di samping bukli surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang
saks sebagai berikut:

I. Mahfud bin Anwar, umur 45 tahun, agama Islam, pekeraan swasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.24 RW 11  Kelurahan Jatibary,
Kecamatan Asakota Kota Bima, yang dalam persidangan membersikan
keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
bertetangga

- Bahwa Penggugat bermama Hardianti binti Haerudin dan Tergugat
bemama Saiful Makimun bin Taufik:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 11 Mei 2015;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang fua
Tergugat di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima selama 1
tahun 11 bulan, kernudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
isteri;

- Bahwa Sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
saksi pemah melihat pertengkarannya karena masalah Tergugat tidak
memben naflah, sering mabuk dan berjudi:

- Bahwa Selaku pihak keluarga sudzh berusaha mendamaikan akan tetapi
tidak berhasil;

Mahmud bin Hasu, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, empat

kediaman di RT.29 RW 10 Kelurahan Jatiban, Kecamatan Asakota, Kota

Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah

pada intinya =ebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
bertetangga

- Bahwa Penggugat bemama Hardiant binti Haerudin dan Tergugat
bemama Saiful Makmun bin Taufik:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 11 Mei 2015

- Bahwa Penggugat dan Tergugal telah dikarnuniai keturunan;

|-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima selama 1
tahun 11 bulan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Termugal
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sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
steri;
Bahwa Sesudah itu teradi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
saksi pemah melihat pertengkarannya karena masalah Tergugat tidak
memberi nafkah, serng mabuk dan berjudi;

- Bahwa Selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi
lidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai
dengan Temugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adatah
sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi
melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan lerhadap perkara ini, karens
Tergugat tidak pemah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah
berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetap
tidak berhasil:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pemnah hadir di persidangan,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula memyuruh
orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan
yang sah, maka gugaten Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa
kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang unfuk memerikss
memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian  Penggugat terhadap
Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang No. 50 Tahun 2008;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan
memilikl kekuatan pembuktian mengikal dan sempuma, telah terbukti bahwa
Penggugat berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga merupakan kewenangan
Fangadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili qugatan Penggugat
s=suai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah
Swusbsh dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan
memiliki kekuatan pembuktan mengikat dan sempuma, telah terbukt bahwa
~enggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat
dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara
I

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dafil-dalil yarng
pada pokoknya, Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 antara Penggugat dengan
Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lairn:

a. Tergugat suka cemburu tanpa ada bukli terhadap Penggugat. suka
minun-minuman keras hingga mabuk, berjudi dan keluyuran tanpa
maksud yang jelas

b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;

c. Apabila dinasehati agar meninggalkan perbuatannya tersebut, Tergugat

lalu memukul Pengqugat:

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarl
dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang
tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dafil-dali Penggugat
tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk
membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalii-dalil gugatan, Pengguaat telah
mengajukan dua orang saksi;
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We=mmbang, bahwa dua orang saksi yang disjukan oleh Penggugat tidak
===k yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi
S==mpakan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedus
=== lersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua
=== mendukung dalil-dalil gugatsn Penggugat sehingga telah memenuhi
zy=rat formil dan matenil alat bukt saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175,
== =yat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76
-mdang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena ity Majelis Hakim menika
r==rangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat baskdi
y=ng sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat,
==n keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta sbb-

. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang saf;

2 Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselishan dan perlengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka
mabuk, berjudi dan tidak memberi nafkah pada Penggugat,

3. Bahwa semenjak bulan April 2018 saat itu ankara antarz Penggugat dan
Tergugat telah pisah termpat tinggal;

4. Bahwa antara antara Penggugat dan Tergugat pemah didamaikan oleh
pihak keluarga dan tokoh masyarakat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara Se0rang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah
langga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai
dengan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2} Undang-Undang MNo. 1
Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami isten itu idak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan
perceraian adalah antara suami dan isten terus menerus terjadi perseligihan
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dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
znggsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Temugat telah pecah dan
sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang
bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti idak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian
justru akan menimbuikan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena ity
dalam hal ini berdaku kaidah fikih “menghindan kenusakan'mafsadat lebih
drtamakan dari pada menarik kemaslahatan,”

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perimbangan tersebut di
atzs Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telsh
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 189 huruf f Peraturan Pemerintah No, @ Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena ilu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperksa dan diputus
t=npa kehadiran Tergugal, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan
c=ngan versiek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7
T=hun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang
oo 30 Tahun 20089, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
i=r=cia Penggugat;

M=ngingat dan memperhabikan segala ketentuan peraturan perundang-
=ngan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yvang berkaitan dengan
EEsirs i

MENGADILI
=y=tzkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  untuk

—enohadap sidang, tidak hadir;

= enc=halkan gugastan Penggugal secara versiek:
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3. Menjaluhkan talak satu bain sughe Teguos S e = =0
terhadap Penggugatl (Hardianti bint Seeaset

4. Membebankan kepada Penggugs: was TEERE Iasw eer=—
sejumlah Rp. 301.000 - { Tiga rafus ==t Sw s

Demikian diputuskan dalam musysws=n e e == = =

| tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bensrese e =em = - o

1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengedier foee Som e =5 =

Mulyadi, 5.Ag. sebagai Ketua Majelis, Lus M= T or W == = o=

| Shofwan, M.Sy masing-masing sebaga Hsiorm ===l —

Ketua Maijelis tersebut pada hari itu juga dnsries == mm=T == ST

umum didampingi oleh hakim-hakim angocs demee S e T =

Nuraini sebagai Panitera Pengganti yang i == e ]
hadimya Tergugat;

N — e

LS, FHETE

Hakim fngoss

Luth Muslih, [5.Ag., M.A Dr=. mas S‘l:‘:iﬂ:r w

Paniiers Peegess

I

+
Dra. St MNus=s

Hal. Sdari 10 hal. Puusan Se WS onears =

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Perincian biaya perkara:
1. Biaya pendaftaran . Rp. 30.000,-
2. Proses - Rp. 50,000 -
3. Panggilan " Rp. 294.000 -
4. Redaksi : RBp. 210.000,-
5. Materai - Rp. 6.000,-

Jurmiah Ep. 301.000,-

(Tiga ratus lima puluh by rupiah)

Hal 10 dan 10 hal, Putusan Mo 1021/PdLGR2018PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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